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Dengan ini saya menyatakan: 
1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di 
Universitas Bhayangkara maupun di perguruan tinggi lainnya, 
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri , 
tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan pembimbing. 
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila di 
kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam peoses perkuliahan 
maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah 
diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang 
berlaku di perguruan tinggi ini . 
Jakarta, 17 Agustus 2011 
Yang membuat pernyataan, 
(Muhammad Husaini Basri) 
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Perkenankan saya memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah Subhanahu 
Wataala, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan 
waktu kepada saya untuk dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Rasa syukur 
ini semakin bertambah karena pada bulan Agustus ini kita merayakan 
kemerdekaan ke-66 negara kita Republik Indonesia, yang bertepatan dengan 17 
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oleh Proklamator kita Soekamo-Hatta tanggal 17 Ramadhan, 66 tahun yang silam. 
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Negara kita, demikian pula dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, akan 
menjadi semakin maju. 
Skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari sempuma dan karenanya 
penulis menerima segala masukkan dan saran untuk memperbaiki skripsi ini . 
Akhimya dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada seluruh Civitas Akademika yang telah membantu penulisan skripsi 
ini hingga selesai, khususnya kepada: 
1. Bapak Irjen Pol. Pum. Drs. Logan Siagian, MH selaku Rektor Universitas 
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Bapak Ahmad Baihaki SHi., MH. selaku Pembimbing Teknis skripsi ini . 






Bapak dan lbu Dosen Fakultas Hukum serta seluruh staf Universitas 
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6. Kedua orang tua dan kedua orang tua mertua penulis yang banyak 
membantu dengan doa dan memberikan semangat yang tidak pernah ada 
habisnya kepada penulis. 
7. Istri dan anak-anak penulis yang tercinta yang selalu mendoakan dan 
memberikan semangat tiada henti agar penulisan skripsi ini dapat 
diselesaikan dengan baik. 
8. Ternan-ternan Fakultas Hukum Angkatan 2006 dan para pihak yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu . 
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Muhammad Husaini Basri, NPM 20061 0115172, Analisis Yuridis 
Dikabulkannya Permohonan Pailit Dan Akibat Hukumnya Menurut 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis Putusan Nomor 
31/Pailit/2008/PN .NIAGAJKTPST). 
Masalah kepailitan merupakan masalah yang akhir-akhir ini menjadi 
semakin menarik terutama sejak timbulnya krisis moneter pada tahun 1998. 
Masalah kepailitan yang pada saat itu masih menggunakan aturan peninggalan 
Pemerintah Kolonial Belanda temyata banyak menimbulkan masalah karena 
selain berlarut-larut, aturan yang dibuat pada tahun 1905 ini tentu sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan jaman. 
Disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 
dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan dapat menjawab 
permasalahan terhadap Staatsblad tahun 1905 Nomor 271 juncto Staatsblad 
tahun 1906 Nomor 348. Dalam kenyataannya temyata terdapat kesenjangan-
kesenjangan antara apa yang seharusnya (Das Sein) dan kenyataan yang ada di 
lapangan (Das Sollen). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 
menyatakan bahwa "debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak 
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri 
maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur". Masalah mulai muncul ketika 
termohon dengan asset yang jauh lebih besar dari utangnya temyata dinyatakan 
pailit oleh pengadilan niaga. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini 
tentu harus melihat aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebelum 
menjatuhkan putusannya. Pengadilan pada tingkat judec factie haruslah 
mempertimbangkan, memaknai isi dan maksud yang tersurat dalam pasal-pasal 
Undang-Undang tersebut agar putusan pengadilan menjadi adil, pasti hukurnnya 
dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan 
adalah rasio-rasio keuangan termohon. Sebab hila tidak demikian maka akan 
memicu banyak pihak yang dengan sengaja berusaha mempailitkan pihak tertentu 
demi kepentingan pribadi. Akibatnya adalah perekonomian Nasional akan segera 
hancur. Ini berarti Hakim dituntut untuk memahami multi disiplin ilmu di luar 
ilmu hukum itu sendiri. 
Penulis sarankan bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 Tentang Kepai1itan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih 
perlu diubah dan disempumakan kembali . 
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